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RUU Perampasan Asel
Membuat Anggota

Dewan Gelisah

Selama ini PPATK dan aparat penegak
hukum mengalami kesulitan untuk
menemukan tersangka sebabarta
kekayaan dari tindak piddng-yang
dilakukan sudah mengalir menjadi aset lain;

Sri Utami
ami@mediaindonesia.com
SULAN RUU Peram-
pasan Aset dan RUU
Pembatasan Transak-
si Uang Kartal yang
terus diperjuangkan pemerin-
tah menghadapi jalan terjal.
Pasalnya, DPR keberatan atas
aturan tersebut. Jangankan
dibahas dalam Program Legis-
lasi Nasional (Prolegnas), kedua
RUU ini akan terus berada di
tumpukan pembahasan usulan
paling bawabh.

Hal ini diungkapkan Ke-
tua Komisi III DPR Bambang
Wuryanto saat Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan Pusat
Pelaporan dan Analisis Tran-
saksi Keuangan (PPATK), ke-

marin. “DPR keberatan, hampir
pasti karena ini menyutitkan
kehidupan kami. Jangan“me-
lihat dari sisi PPATK'Saja, tapi
lihatlah dari sisi all view hari
iniyangterjadi. Jangan tergesa-
gesa.Jadi sampeyan (Arida) atas
dasar tugas Anda membangun
transaksi yang clear, tetapi di
sisi lain semangat zamannya
belum seperti itu.”

Kedua RUU tersebut, menu-
rut Bambang, diusulkan PPATK
untuk mendorong pexcepatan
RUU Perampasan Aset dan
Pembatasan Transaksi Uang
Kartal. Kondisi ini dinilai se-
bagai tekanan. Padahal, situasi
DPR masih bersifat individual.

“Semangat zaman hari ini spirit-
nya individual. Undang-undang
pemilunya juga individual. Kalau

serbaindividual, kata kuncinya
€uma dua. Satu kompetensi wi-
layah Anda (PPATK). Kedua ialah
transaksi,” imbuhnya.
Bambang berdalih situasi
tersebut juga disebabkan loleh
karakter masyarakat yang
suka-diberi. Diathahkan me-
nyebutkan 63% masyarakat

“Indonesia suka diberi. “Kami

harus tanya kalau kami tidak
memberi bagaimana? Maka
hariini aspirasianggotadewan
menjadi pentingmelalui prog-
ram negara. Itu menjadi kata
kunci supaya kami juga merasa
tidak terancam. Maka untuk
dua RUU ini harus clear di sini
sekarang,” imbuhnya.

Ketua PPATK Ivan Yustivan-
dana mengaku bingung dan
kaget dengan komentar Bam-
bang Wuryanto itu, meskipun
aturan perampasan aset dan
pembatasan transaksi uang
kartal sudah diterapkan di
negara lain, seperti Amerika
Serikat. “Saya sampai lupa
mencatat. Saya terkesima me-
nyimaknya. Saya tidak paham

politik. Kalau dari konsepsi
dasar memang sudah diterap-
kan di beberapa negara. Jadi
sekarang pemidanaan sudah ke
harta kekayaan yang melawan
negara,” imbuhnya.

Selama ini dalam beberapa
kasus, PPATK dan aparat pene-
gak hukum mengalami kesulit-
an untuk menemukan tersang-
ka, tetapi harta kekayaan dari
tindak pidana yang dilakukan
sudah mengalir menjadi aset
lain. Ivan pun membantah
jika upaya memperjuangkan
dua RUU tersebut hanya untuk
kepentingan PPATK.

“Pelaku sudah tidak ada di In-
donesia; tetapi harta kekayaan-
nya sudah mengalir ke beberapa
aset. Bahkan, (pelaku) mening-
gal. Tidak ada kepentingan

. PPATK. Tidak sama sekali.”

Laporan transaksi

Sejauh ini PPATK telah me-
nerima 560 laporan transaksi
pembelian aset, laporan tran-
saksi keuangan mencuriga-
kan, transaksi keuangan tunai,
laporan pengiriman uang ke
luar negeri, serta laporan pe-
nerimaan uang dari luar ne-
geri. Nilai laporan transaksi
tersebut mencapai Rp35 triliun.
Selain itu, PPATK juga sudah
memblokir 345 rekening dana
investasi ilegal senilai Rp588
miliar yang dimiliki 78 orang.

“Per hari ini saja PPATK su-
dah memblokir Rp588 miliar.
Itu yang dibekukan PPATK
dan terdiri dari 345 rekening,”
imbuh Ivan. (P-1)
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